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ABSTRACT 
This research aims to know the influence of the General Allocation Fund 
(DAU), Special Allocation Fund (DAK), Original Regional Revenue (PAD) and 
Gross Regional Domestic Product (GDP) on the local government capital 
expenditure in Central Java province period 2015-2017. 
Type of this research is quantitative research. The population in this 
research is the County Government/City of Central Java pRovince in the period of 
2015-2017 which consists of 29 Counties and six cities. The sample in this 
research 11 are district/city that are published of DAU, DAK, PAD and GDP over 
the period 2015-2017. This sampling technique used is purposive sampling 
technique. The data of this research in the form of secondary data on local 
government financial reports (LKPD) audited Audit Board of the Republic of 
Indonesia as well as the data of the Statistical Center of the Bada. Hypothesis 
testing in this study using the method of multiple linear regression analysis with 
SPSS program. 
Based on the results of the study, pointed out that the General Allocation 
Fund (DAU) has no effect against capital expenditure with a value of 1.288 and 
with the significance of 0.0208 > 0.05. Special Allocation Fund (DAK) effect on 
capital expenditures with a value of significance and with 2.664 0.013 < 0.05. 
Native Revenue (PAD) have no effect against Capital Expenditure with a value of 
significance and with 0.172 0.172 > 0.05. Gross Regional Domestic Product 
(GDP) effect on capital expenditures with values 3.472 and with the significance 
of 0.002 < 0.05. 
 
Keywords: General Allocation Fund (DAU), Funding Allocation Khsus (DAK), 
Original Regional Revenue (PAD), Gross Regional Domestic Product 
(GDP) and capital expenditures 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di 
Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah Periode 
2015-2017 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sampel dalam penelitian 
ini berjumlah 11 Kabupaten/ Kota yang secara lengkap telah mempublikasikan 
data DAU, DAK, PAD dan PDRB selama periode 2015-2017. Teknik 
pengambilan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian 
ini berupa data sekunder Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang 
telah diaudit BPK serta data dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda dengan program SPSS. 
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum 
(DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan nilai 1,288 dan dengan 
signifikasi sebesar 0,0208 > 0,05. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 
terhadap Belanja Modal dengan nilai 2,664 dan dengan signifikasi sebesar  0,013 
< 0,05. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal 
dengan nilai 0,172 dan dengan signifikasi sebesar 0,172 > 0,05. Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan nilai 3,472 
dan dengan signifikasi sebesar 0,002 < 0,05. 
 
Kata kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khsus (DAK), 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan Belanja Modal. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Anggaran daerah merupakan rencana awal dari pelaksanaan pemenuhan 
sarana dan prasarana umum. Saat ini Indonesia telah merubah sistem anggaran 
sektor publiknya dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja (performance 
budgeting) (Sulistio, 2010). 
Anggaran berbasis kinerja ini ditujukan untuk dilaksanakan pada tingkat 
pemerintah daerah supaya pembangunan daerah lebih maksimal sesuai dengan 
kebutuhannya. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para 
pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan 
prinsip value for money (Mardiasmo, 2001). 
Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 
kepada daerah untuk mengurus dan membiayai urusan rumah tangga masing-
masing. Tujuan diberlakukanya otonomi daerah adalah kemajuan kemandirian 
masing-masing daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pelayanan 
publik. Otonomi daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan  
kesejahteraan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan bermasyarakat, 
kesejahteraan sosial, pemerataan, dan pemeliharaan kinerja yang serasi antara 
pemerintah pusat dan daerah dan antar daerah (Maimunah, 2006). 
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah juga disertai dana 
perimbangan yang berasal dari APBN yang digunakan untuk membantu 
membiayai kekurangan anggaran di masing-masing daerah. Perbedaan 
1 1 
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kesejahteraan ini seharusnya bisa teratasi melalu ottonomi daerah yang dibantu 
dengan dana perimbangan dari pusat sebagai pembiayaan pelaksanaan 
pembangunan sehingga meminimalkan perbedaan pembangunan dan tingkat 
kesejahteraan antar wilayah. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat 
pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan 
antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik (Andirfa, 2009). 
Belanja daerah yang berdasar pada permendagri No.21 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan keuangan daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan 
tidak langsung. Namun, secara umum belanja di bagi menjadi dua garis besar 
yakni belanja rutin yaitu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara 
rutin dan terus menerus dengan tujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan terhadap publik.  
Belanja modal menurut Halim (2004: 72), belanja atau investasi modal, 
adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan 
akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah 
anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. 
Belanja modal yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan kualitas pelayanan publik yang lebih 
baik memiliki. Belanja modal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 
adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Pipin dan Jubaedah (2005: 108), Dana Aloksi Umum (DAU) adalah dana 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 
3 
 
 
 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini 
sesaui dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Azhar dan Hermanto (2017), 
yang menyatakan bahwa Dana Aloksi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap 
belanja modal. 
Menurut Darise (2008: 137), Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan 
untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk 
membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dan masyarakat yang 
belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan 
daerah. Ini sesuai dengan penelitain Ernayani (2017), yang menyatakan bahwa 
Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal. 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sama-sama 
memiliki pengaruh terhadap belanja modal karena berasal dari APBN yang 
diberikan kepada daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat 
dalam berbagai kebutuhan sarana dan prasaran publik. Tujuan dari transfer ini 
adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin 
tercapainya standar pelayanan publik yang minimum di seluruh negeri 
(Maimunah, 2006). 
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah merupakan pemasukan daerah yang 
diperoleh melalui pajak dan retribusi yang berdasakan peraturan yang berlaku. 
Halim (2007: 96), menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu semua 
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD terdiri atas 
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pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah untuk 
dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, dkk, 2008). 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap belanja modal 
karena penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari retribusi dan pajak 
juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. 
Semakin baik kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat serta 
merata maka penerimaan pemerintah dari pajak dan retribusi juga akan 
meningkat. 
Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan 
tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari 
adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mardiasmo, 2002). 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penggambaran 
kemampuan semua unit ekonomi suatu daerah dalam menghasilkan barang dan 
jasa yang dihitung menggunakan satuan harga konstan dan harga berlaku. Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan 
jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau 
daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) mempertimbangkan 
kepemilikan (Sularno dan Megawati, 2013). 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai sarana untuk melihat 
tingkat ekonomi suatu daerah, pertumbuhan ekonomi juga didasari dengan 
ketersediaan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi 
yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayahnya. 
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Pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan pemabangunan sarana-prasaran 
yang berasal dari belanja modal pemerintah daerah. Dalam pemerintah daerah, 
pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan 
ekonomi (Darwanto dan Yustikasari, 2007). 
Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pemerintah daerah memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan memprioritaskan kebutuhan apa yang perlu 
disediakan dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat. Pembangunan sarana-
prasarana umum seperti jalan, irigasi, saluran pembuangan dan lain-lain menjadi 
tujuan dari rencana pembangunan daerah yang didasarkan pada rancangan 
anggaran belanja. 
Pembangunan akses jalan raya sebagai salah satu sarana penunjang 
kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sering menjadi sorotan utama dalam 
cermin pembangunan infrastruktur. 
Tabel 1.1 
Panjang Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum 
Provinsi Jawa Tengah 
 
Tahun  Baik  Sedang  Rusak ringan Rusak berat Jumlah  
2016 753,81 613,58 126,73 26,97 1.518,09 
2017 721,43  683,53 81,30 31,82 1.518,09 
Sumber :  Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016-2017. 
 
Salah satu wilayah yang memilik akses jalan yang berlubang dan rusak 
adalah Kabupaten Sukaharjo tepatnya di wilayah Bakalan atau Jalan Abdul Latif 
terdapat kerusakan jalan yang mengakibatkan pengguna jalan harus mengurangi 
kecepatan untuk berhati-hati padahal jalan ini adalah jalan penghubung alternatif  
untuk menuju Wonogiri dari arah Karanganyar atau utara Kota Solo. 
 
6 
 
 
 
Jika dilihat dari penerimaan dana perimbangan beserta pajak yang 
diperoleh pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke 
tahun yang cenderung meningkat dari tahun 2016, sehingga seperti terjadi 
perbandingan yang tidak sesuai antara penerimaan pemerintah daerah dengan 
investasi modal yang berupa sarana infrastruktur. 
Tabel 1.2 
Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
 
Tahun  PAD Dana Perimbangan  
2016 11.541.029.720.310 8.017.297.595.983 
2017 12.547.513.389.400 11.067.786.491.093 
Sumber :djpk.kemenkeu.go.id. 
 
Beberapa penelitian terdahulu tentang belanja modal pernah dilakukan 
oleh beberapa peneliti diantaranya: Wandira (2013), menyatakan bahwa Dana 
Alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini menjelaskan bahwa 
provinsi yang memperoleh Dana Alokasi Khusus yang besar cenderung memiliki 
belanja modal yang besar pula. Dalam penelitian Ndede, dkk (2016), tentang 
Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian belanja modal di Kota Manado, 
menunjukkan bahwa belanja modal di Kota Manado masih sangat dipengaruhi 
oleh Dana Alokasi Khusus. 
Menurut Al Azhar dan Hermanto (2017), Dana Alokasi Khusus 
berpengaruh positif terhadap belanja modal, hal ini dikarenakan Dana Alokasi 
Khusus diberikan kepada daerah tertentu untuk diinvestasikan ke kegiatan 
pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik 
dengan umur ekonomis yang panjang.  
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Juniawan dan Suryantini (2018), yang meneliti pada Kota dan Kabupaten 
di Provinsi Bali, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif 
terhadap belanja modal. Namun hasil yang berbeda ditujukkan oleh penelitian 
Febriana dan Praptoyo (2015), yang menyatakan bahwa Dana Aloksi Khusus 
tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 
Sedangkan, untuk penelitan yang menggunakan Dana Alokasi Umum 
sebagai variabel independen dilakukan oleh Yawa dan Runtu (2015), yang 
menyatakan bahwa, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja 
modal di Kota Manado Tahun 2005-2014. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh 
Susanti dan Fahlevi (2016), yang menyatakan bahwa, Dana Aloksi Umum 
berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Wilayah 
Aceh pada periode 2011-2014. 
Penelitian oleh Ernayani (2017), menyatakan bahwa Dana Aloksi Umum 
berpengaruh terhadap belanja modal. Al Azhar dan Hermanto (2017), menyatakan 
bahwa, Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap belanja 
modal. Hasil penelitian yang lain yang dilakukan oleh Raini, dkk (2017), 
menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja 
modal pada Provinsi Se-Pulau Jawa tahun 2009-2014. 
Kemudian untuk variabel independen Pendapatan Asli Daerah beberapa 
penelitian yang pernah dilakukan antara lain: Martini, dkk (2014), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap 
belanja modal pada Kabupaten Buleleng. Wahyuningsih dan Widaryanti (2015) 
menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja 
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modal. 
Nurzen dan Riharjo (2016), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh positif terhadap belanja modal. Paramartha dan Budiashih (2016), 
menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja 
modal. Nurdiwaty, dkk (2017), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. 
Hasil penelitian antara Pendapatan Asli Daerah dengan belanja modal yang 
tidak berpengaruh terdapat pada penelitian Adyatma dan Oktaviani (2015), yang 
menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja 
modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013. 
Untuk variabel independen PDRB beberapa penelitian terdahulu antara 
lain: Mayasari dan Yuniarta (2014), menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara 
pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Hasil penelitian yang tidak 
berpengaruh antara variabel independen Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dengan belanja modal ditunjukkan oleh Windari (2017), yang 
menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh. 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitan Al Azhar dan 
Hermanto (2017). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
adalah penambahan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional 
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Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah  di Provinsi Jawa 
Tengah Periode 2015-2017”. 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasikan 
masalah sebagai berikut : 
1. Adanya ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan laporan realisasi 
APBD tentang pembangunan infrastuktur terutama jalan di Provinsi Jawa 
Tengah. 
2. Belum maksimal perealisasian APBD di lapangan. 
3. Belanja Modal dari APBD di Kabupaten Sukoharjo dinilai kurang dengan 
adanya kekurangan beberapa sarana publik yang tidak terpelihara. 
1.3. Batasan Masalah 
Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian nanti 
terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga  
diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah 
ditetapkan. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada: 
1. Penelitian ini dilakukan terhadap realisasi APBD periode 2015-2017. 
2. Variabel independen yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), 
Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB). 
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1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, 
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal di 
Kabupaten/Kota Provisi Jawa Tengah? 
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal di 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah? 
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal di 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah? 
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap 
belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah? 
1.5. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, 
maka tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja 
modal di Kabupaten/Kota Provisi Jawa Tengah. 
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja 
modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja 
modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 
4. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 
11 
 
 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masing-masing pihak 
sebagai berikut : 
1. Bagi Akademis 
Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
a. Mampu memberikan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah yang 
sama. 
b. Mampu menerapkan dan mengembangkan sejauh mana ilmu pengetahuan yang 
diperoleh. 
2. Bagi Praktisi 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban permasalahan yang 
ada di masyarakat terkait dengan kinerja pengalokasian dan sumber-sumber 
pemasukan anggaran belanja modal sehingga masyarakat dapat mengerti tentang 
persoalan yang ada. 
1.7. Jadwal Penelitian  
Terlampir. 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi  
Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Merupakan langkah pertama dalam melakukan penelitian dan menjadi 
kerangka pemikiran yang menjelaskan latar belakang masalah yang menguraikan 
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pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 
Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017. 
Identifikasi masalah berisi berbagai masalah yang relevan yang mana di dalamnya 
mewakili dari beberapa variabel yang diteliti. Batasan masalah menunjukkan 
fokus obyek yang diteliti.  
Rumusan masalah mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi 
Jawa Tengah periode 2015-2017. Tujuan dan kegunaan penelitian merupakan hal 
yang ingin dicapai sesuai latar belakang masalah, perumusan masalah dan 
hipotesis yang diajukan. Sistematika penulisan penelitian mencakup uraian 
singkat pembahasan materi dari tiap bab. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Menguraikan teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Isi dari 
bab ini adalah kajian teori yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, dan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah. Hasil penelitian yang relevan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam 
perbandingan kesesuaian penelitian. Kerangka berfikir merupakan penjelasan 
secara singkat tentang permasalahan yang diteliti dan hipotesis merupakan 
pertanyaan yang disimpulkan dari berbagai penelitian yang relevan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
Berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, 
sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, penjelasan definisi operasional variabel. 
Penjelasan teknik analisis data dengan uji asumsi klasik, uji ketepatan model, 
analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Menguraikan tentang analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif. Menguraikan tentang gambaran umum 
penelitian. Penjelasan analisis data serta pembahasan hasil analisis (pembuktian 
hasil hipotesis). 
BAB V PENUTUP   
Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah melalui beragam 
pengujian dan menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, 
keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran-saran bagi 
penelitian selanjutnya 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dari pusat ke daerah yang 
berasal dai APBN untuk membantu membiayai kegiatan di daerah sesuai dengan 
kebutuhannya. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana perimbangan 
terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Aloksi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan pemerintah 
pusat dan daerah, menyebutkan dana alokasi umum merupakan dana yang 
bersumber dari APBN yang dialokasikan bertujuan untuk pemerataan kemampuan 
keuangan antar pemerintah daerah agar dapat mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Dana Alokasi Umum dihitung berdasarkan celah fiskal antara penerimaan 
dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan maksud 
melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam 
rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD 
dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009). 
Sedangkan menurut Halim (2002: 160), Dana Aloksi Khusus adalah dana 
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk 
membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  
1 
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Perbedaan penerimaan pemasukan daerah oleh masing-masing daerah 
menyulitkan daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi sehingga 
pemerintah pusat memberikan dana perimbangan untuk pemerataan keuangan 
daerah sehingga dapat melaksanakan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat 
menggunakan dana perimbangan keuangan dana alokasi umum untuk 
memberikan pelayanan kepada publik yang direalisakan melalui belanja modal 
(Sholikhin, 2010 dalam Ardhani, 2011). 
Dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah dibantu dana 
perimbangan sebagai penutup dari kekurangan pendapatan daerah yang kurang 
untuk menjalakan pembangunan di daerah, sehingga dengan pemerataan keuangan 
tersebut sehingga akan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Dasar hukum 
pelaksanaan Dana Alokasi Umum berasal dari UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta PP 
No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Menurut Direktorat Jendral 
Perimbangan Keuangan, tahap perhitungan Dana Alokasi Umum terdiri dari: 
1. Tahapan Akademis 
Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana 
Alokasi Umum dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan 
tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan Dana Alokasi Umum yang 
sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia. 
2. Tahapan Administratif 
Dalam tahapan ini kemenkue c.q.dpjk melakukan koordinasi dengan 
intansi terkait untuk menyiapkan data dasar penghitungan Dana Alokasi Umum 
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termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verivikasi data untuk 
mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan. 
3. Tahapan Teknis 
Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan Dana Alokasi 
Umum yang akan dikonsultasikan Pemerintah Kepada DPR RI dan dilakukan 
berdasarakan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diamanatkan UU dengan 
menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak 
akademis. 
4. Tahapan Politis 
Merupakan tahap akhir, pembahasan hitungan dan alokasi Dana Alokasi 
Umum antara pemerintah daerah dengan panja Belanja Daerah panitia Anggaran 
DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan Dana 
Alokasi Umum. 
2.1.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Dana Alokasi Khusus adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat ke 
daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus dan sesuai 
prioritas nasional. Menurut UU No. 25 Tahun 1999, DAK dapat dialokasikan dari 
APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan 
memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.  
Menurut UU No 33 Tahun 2004 dana alokasi khusus selanjutnya disebut 
DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang ditujukan kepada 
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
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Menurut Darise (2008: 137), Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk 
membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk 
membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar 
masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong 
percepatan pembangunan daerah. 
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan kepada kegiatan investasi 
pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik 
pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya 
pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal 
(Ardhani, 2011). 
Pengaturan tentang Dana Aloksi Khusus diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan, Tahapan penghitungan Dana Alokasi Khusus 
yaitu: 
1. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus harus 
memenuhi: 
a. Kriteria Umum 
Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang 
tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai 
Negeri Sipil Daerah 
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b. Kriteria Khusus 
Kriteria khusus dirumuskan melalui undang-undang yang mengatur otonomi 
khusus dan karakteristik daerah 
c. Kriteria Teknis 
Karakterik khusus dirumuskan memlalui indikator-indikator khusus yang akan 
didanai dan dirumuskan oleh menteri terkait. 
2. Penentuan Besaran Alokasi Dana Alokasi Khusus 
Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah 
ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, 
dan kriteria teknis. Menurut Departemen Keuangan kebijakan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) bertujuan untuk : 
a. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan 
di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan 
sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan 
urusan daerah. 
b. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir 
dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah 
tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori 
daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata 
c. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan 
diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang 
pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur. 
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d. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana 
dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan 
infrastruktur. 
e. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan 
lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di 
bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan 
cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu 
kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur. 
f. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran 
pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang 
prasarana pemerintahan. 
g. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari Dana 
Alokasi Khusus dengan kegiatan yang didanai dari anggaran 
Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah. 
h. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang 
digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan 
daerah ke Dana  Alokasi Khusus. 
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Darise (2009: 48), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang 
selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 
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untuk menggali potensi penerimaan yang sebanyak-banyak untuk digunakan 
sebagai pembiayaan kegiatan daerah. 
Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani 
masyarakat dari investor merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemerintah 
daerah dalam mengelola keungan daerah secara efisien dan efektif (Saragih, 
2003). Menurut Wandira (2013), pemerintah daerah dituntut untuk bisa 
mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan 
memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala 
kegiatan penciptaan infrastuktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi 
belanja modal pada APBD. 
Pendapatan Asli Daerah menurut Halim (2009) dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
1. Pajak Daerah 
Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Menurut Direktorat Jendral Pajak Menteri Kuangan pajak-pajak yang 
dipungut oleh pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota adalah 
sebagai berikut: 
a. Pajak provinsi : 
1) Pajak kendaraan bermotor; 
2) Bea balik nama kendaraan bermotor; 
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3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; 
4) Pajak air permukaan; 
5) Pajak rokok. 
b. Pajak kabupaten/kota: 
1) Pajak hotel; 
2) Pajak restoran; 
3) Pajak hiburan; 
4) Pajak reklame; 
5) Pajak penerangan jalan; 
6) Pajak mineral bukan logam dan batuan; 
7) Pajak parkir; 
8) Pajak air tanah; 
9) Pajak sarang burung walet; 
10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; 
11) Bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
2. Retribusi Daerah 
Menurut Riwu (2005: 171), Retribusi daerah adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha 
atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh 
daerah baik Iangsung maupun tidak Iangsung”. Sedangkan menurut  Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
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badan. 
Jenis retribusi dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan 
objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut 
retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan 
sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Berdasarkan UU Nomor 28 
Tahun 2009 jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokan sebagai 
berikut: 
a. Retribusi yang dikenakan jasa umum: 
1) Retribusi pelayanan kesehatan; 
2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan; 
3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; 
4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; 
5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; 
6) Retribusi pelayanan pasar; 
7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 
8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 
9) Retribusi penggantian biaya cetak peta; 
10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakusretribusi pengolahan limbah 
cair; 
11) Retribusi pelayanan tera/tera ulang; 
12) retribusi pelayanan pendidikan; 
13) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 
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b. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha: 
1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 
2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan; 
3) Retribusi tempat pelelangan; 
4) Retribusi terminal; 
5) Retribusi tempat khusus parkir; 
6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan atau villa; 
7) Retribusi rumah potong hewan; 
8) Retribus pelayanan kepelabuhanan; 
9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 
10) Retribusi penyeberangan di air; 
11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah. 
c. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu: 
1) Retribusi izin mendirikan bangunan; 
2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; 
3) Retribusi izin gangguan; 
4) Retribusi izin trayek; 
5) Retribusi izin usaha perikanan. 
2. Laba Perusahaan Daerah 
Merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah 
yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah 
yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan derah yang dipisahkan, sesuai dengan 
motif pendirian dan pengelolaan maka sifat perubahan daerah adalah suatu 
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kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, 
menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian 
daerah. 
Halim (2001: 65), bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah 
yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan daerah 
dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. 
3. Pendapatan Lain-lain yang Sah 
Merupakan pendapatan-pendapatan yang berasal bukan dari pajak daerah, 
retribusi daerah pendapatn dinas-dinas. Menurut Halim (2001: 65), lain-lain 
pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah 
daerah dari barang atau jasa yang dimiliki pemerintah. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  mengklasifikasikan yang 
termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi: 
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 
b. Jasa giro; 
c. Pendapatan bunga; 
d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, 
pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah. 
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2.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk 
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu 
wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) 
mempertimbangkan kepemilikan (Sularno, 2013). 
PDRB merupakan indikator dari tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah, 
dengan menghitung jumlah nilai tambah dari barang maupun jasa yang dihasilkan 
oleh seluruh unti ekonomi di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan 
dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan, penghitungan dengan 
menggunakan harga berlaku menggunakan harga pada tahun yang bersangkutan, 
sedangkan penghitungan dengan harga konstan adalah penghitungan dengan 
menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. 
Dalam penghitungan PDRB baik penghitungan dengan menggunakan 
harga berlaku maupun harga konstan dilakukan terhadap sektor-sektor industri 
yang mencakup 9 hal yaitu: 
1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; 
2. Sektor pertambangan dan penggalian; 
3. Sektor industri pengolahan; 
4. Sektor listrik, gas, dan air bersih; 
5. Sektor konstruksi; 
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran; 
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi; 
8. Sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan; 
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9. Jasa-jasa. 
Sedangkan penghitungan Pedapatan Produk Domestik Bruto menurut 
Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter,  Bank Indonesia dilakukan dengan 
menggunakan 3 pendekatan yaitu : 
1. Pendekatan Produksi 
Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang 
dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah 
dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam 
penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) 
pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan 
penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, 
(6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) 
keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa 
pemerintah). 
2. Pendekatan Pengeluaran 
Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan 
akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga 
swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik 
bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi 
impor). 
3. Pendekatan Pendapatan 
Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang 
diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di 
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suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang 
dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; 
semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. 
Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung 
neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). 
2.1.5. Belanja Modal 
Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang di 
anggarkan dalam rangka untuk memperoleh penambahan aset tetap maupun aset 
lainnya yang memiliki lebih dari satu periode akutansi dan melebihi batas 
minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan oleh 
pemerintah, selanjutnya belanja tersebut akan menambah biaya belanja rutin yang 
berguna sebagai pemeliharaan dan operasional. 
Dalam Sandar Akutansi Pemerintah (SAP) belanja modal dikategorikan 
menjadi  : 
1. Belanja Modal Tanah 
Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk 
pengadaan atau pembelian atau pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa 
tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 
sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah 
dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
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2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang 
digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan 
kapasitas peralatan dan mesin, inventaris kantor dan biaya langsung lainya yang 
memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan 
mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang 
digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan termasuk 
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan 
gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan 
dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya 
yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau 
peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk 
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan 
jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud 
dalam kondisi siap pakai. 
5. Belanja Modal Fisik lainya 
Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan 
untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan 
pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak 
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dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini 
adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, 
barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-
buku, dan jurnal ilmiah. 
2.1.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Anggaran daerah atau yang biasa disebut juga dengan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan untama 
pemerintah dalam menganggarkan dan melaksakan kebijakannya guna 
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. 
Menurut Halim (2004), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah 
suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana 
kegiatan suatu daerah, uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang 
merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan 
aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas 
maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan, dan 
proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 
Menurut Mardiasmo (2002), anggaran merupakan pernyataan mengenai 
estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu terntetu yang 
dinyatakan dalam ukuran finansial. Sebagai pengemban tugas dari rakyat 
pemerintah harus memiliki rencana yang matang yang tertuang dalam bentuk 
perencanaan keuangan dan penganggaran. 
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Selain itu, anggaran juga merupakan alat kontrol terhadap penerimaan 
dan pengeluaran serta kebijakan yang dilakukan sehingga tidak terjadi 
terbengkalainya suatu program pemerintah. Anggaran juga berfungsi sebagai alat 
kontrol untuk pengawasan, baik terhadap pendapatan maupun pengeluaran pada 
masa yang akan datang (Suparmoko,2002). 
 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Hasil penelitian yang relevan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 2.1. 
Hasil Penelitian yang Relevan 
 
No Peneliti 
dan Tahun 
Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 
1 Gani dan 
Kristanto 
(2013) 
Pengaruh Dana 
Aloksi Umum 
dan Khusus 
Terhadap Belanja 
Daerah Pada 
Kabupaten / Kota 
di Pulau 
Sumatera 
Variabel depende: 
Belanja Daerah 
Variabel independen: 
Dana Alokasi Umum 
dan Dana Alokasi 
Khusus 
Dana Alokasi 
Umum 
berpengaruh 
terhadap belanja 
daerah, Dana 
Alokasi Khusus 
berpengaruh 
terhadap belanja 
daerah 
 
2 Ndede 
dkk 
(2016) 
Pengaruh  
Pendapatan Asli 
Dearah (PAD) 
dan Dana 
Alokasi Khusus 
(DAK) Terhadap 
Pengalokasian 
Anggaran 
Belanja Modal di 
Kota Manado 
Variabel dependen: 
Belanja Modal 
Variabel independen: 
Pedapatan Asli 
Daerah (PAD) dan 
Dana Alokasi 
Khusus (DAK) 
Pendapatan Asli 
Daerah tidak 
berpengaruh 
terhadap Belanja 
Modal, Dana 
Alokasi Khusus 
berpengaruh 
terhadap Belanja 
Modal 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 2.1.. 
 
No Peneliti 
dan Tahun 
Judul Penelitian Variabel 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
3 Al Azhar 
dan 
Hermanto 
(2017) 
Pengaruh 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Alokasi Umum 
dan Dana 
Alokasi Khusus 
Terhadap Belanja 
Modal 
Variabel 
dependen: 
Belanja Modal 
Variabel 
Independen: 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Alokasi Umum 
dan Dana 
Alokasi Khusus 
Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh  
terhadap Belanja 
Modal, Dana Alokasi 
Umum berpengaruh 
terhadap Belanja 
Modal, Dana Alokasi 
Khusus berpengaruh 
terhadap belanja 
Modal 
4 Pelealu 
(2013) 
Pengaruh Dana 
Alokasi Khusus 
(DAK), dan 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
Terhadap Belanja 
Modal 
Pemerintah Kota 
Manado Tahun 
2003-2012 
Variabel 
dependen: 
Belanja Modal 
Variabel 
independen: 
Dana Alokasi 
Khusus dan 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Dana Alokasi Khusus 
berpengaruh terhadap 
Belanja Modal, 
Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh 
terhadap belanja 
Modal 
5 Paramarth
a dan 
Budiasih 
(2016) 
Analisis 
Flypaper Effect, 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Alokasi Umum 
dan Khusus Pada 
Belanja Modal 
Variabel 
dependen: 
Belanja Modal 
Variabel 
independen: 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Alokasi Umum, 
Dana Alokasi 
Khusus dan 
Flypaper Effect 
Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh 
terhadap Belanja 
Modal, Dana Alokasi 
Umum tidak 
berpengaruh terhadap 
Belanja Modal, Dana 
Alokasi Khusus 
berpengaruh terhadap 
Belanja Modal dan 
terjadi fenomena 
Flypaper Effect 
Tabel berlanjut.. 
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Lanjutan table 2.1... 
No Peneliti 
dan Tahun 
Judul Penelitian  Variabel 
Penelitian  
Hasil Penelitian 
6 Ernayani 
(2017) 
Pengaruh 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Alokasi Umum, 
Dana Aloksi 
Khusus dan Dana 
Bagi Hasil 
terhadap Belanja 
Daerah 
Variabel 
dependen: 
Belanja Daerah 
Variabel 
independen: 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Alokasi Umum, 
Dana Alokasi 
Khusus dan Dana 
Bagi Hasil 
Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh 
terhadap Belanja 
Daerah, Dana Aloksi 
Umum Berpengaruh 
terhadap belanja 
daerah, Dana Alokasi 
Khusus berpengaruh 
terhadap belanja 
daerah 
7 Susanti 
dan 
Fahlevi 
(2016) 
Pengaruh 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Alokasi Umum 
dan Dana Bagi 
Hasil Terhadap 
Belanja Modal 
(Studi Pada 
Kabupaten / Kota 
di Wilayah Aceh) 
Variabel 
dependen: 
Belanja Modal 
Variabel 
Independen: 
Pendapatan Asli 
Daerah,  Dana 
Bagi Hasil dan 
Dana Alokasi 
Umum 
Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh 
terhadap belanja 
modal, Dana Alokasi 
Umum berpengaruh 
terhadap belanja 
modal dan Dana Bagi 
Hasil berpengaruh 
terhadap belanja 
modal 
8 Nurdiwaty 
dkk 
(2017) 
Analisis 
Pengaruh 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Perimbangan dan 
Lain-lain 
Pendapatan yang 
Sah terhadap 
Belanja Modal di 
Jawa Timur 
Variabel 
dependen: 
Belanja modal 
Variabel 
independen: 
Pendapatan Asli 
Daerah, 
Dana 
Perimbangan, 
Lain-lain 
Pendapatan yang 
sah, 
Pertumbuhan 
ekonomi 
Pertumbuhan 
ekonomi tidak 
berpengaruh terhadap 
belanja modal, 
Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh 
terhadap belanja 
modal, Dana 
Perimbangan 
berpengaruh terhadap 
belanja modal, lain-
lain pendapatan  yang 
sah tidak 
berpengaruh terhadap 
belanja modal 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan  tabel 2.1…  
No Peneliti 
dan Tahun 
Judul Penelitian Variable 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
9 Nurzen 
dan 
Riharjo 
(2016) 
Pengaruh 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
Pendapatan Asli 
Daerah dan 
Dana Alokasi 
Umum 
Terhadap 
Belanja Modal 
Variabel 
dependen: 
Belanja Modal 
Variabel 
independen: 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Alokasi Umum 
Pertumbuhan Ekonomi 
tidak berpengaruh 
terhadap Belanja 
Modal, Pendapatan 
Asli Daerha 
berpengaruh terhadap 
Belanja Modal, Dana 
Alokasi Umum 
berpengaruh terhadap 
Belanja Modal 
10 Nurlis 
(2016) 
The Factors 
Affecting of the 
Capital 
Expenditure 
Allocatoin 
Case: The 
Local 
Government of 
Indonesia 
Variabel 
dependen: 
Belanja modal 
Variabel 
independen: 
Pendapatan Per 
Kapita, 
Kepadatan 
Penduduk, Dana 
Alokasi Umum 
Produk Domestik 
Bruto, 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Pendapatan Asli 
Daerah tidak 
berpengaruh terhadap 
belanja modal, Dana 
Alokasi Umum tidak 
berpengaruh terhadap 
belanja modal, 
Pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh terhadap 
belanja modal, 
Kepadatan penduduk 
berpengaruh terhadap 
belanja modal. 
 
 
Berdasarkan penelitian yang relevan diatas, penelitian ini mengacu pada 
penelitian Al Azhar dan Hermanto yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum ,dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. 
Perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian dan penambahan variabel 
PDRB, objek penelitian ini adalah Pemerintah dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 
periode 2015-2017. 
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2.3. Kerangka Berfikir Penelitian 
Kerangka pemikiran yang akan dibentuk dalam penelitian ini dapat dilihat 
sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir Penelitian 
                                            
                   H1 
       
                       
 
                                      
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belanja Modal 
(Y) 
 
Dana Alokasi 
Umum  
(X1) 
 
Dana Alokasi 
Khusus  
 (X2) 
 
Produk Domestik 
Regional Bruto  
(X4) 
 
Pendapatan Asli 
Daerah 
(X3) 
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2.4. Hipotesis 
Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori yang dibangun maka, hipotesis 
dalam penelitian ini yaitu : 
1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 
Menurut Sembiring (2009: 196), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana 
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Dalam penelitian yang dilakukan Sarif (2017), menunjukkan bahwa 
belanja daerah masih banyak digunakan untuk mendanai alokasi dasar berupa gaji 
pokok PNS dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji PNS, dana alokasi 
umum masih banyak digunakan untuk belanja operasional lainya seperti belanja 
barang dan jasa. 
Karena sebagian besar penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah 
masih tertuju untuk belanja barang dan jasa, maka pemerintah masih 
membutuhkan Dana Alokasi Umum untuk membantu membiayai keperluan 
pengadaan sarana dan prasarana yang ada didaerah. Menurut Sembiring (2009: 
231), Dana Aloksi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan 
antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan 
keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan 
kebutuhan dan potensi daerah. 
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Dana Alokasi Umum bersifat block grant yang berarti penggunaannya 
diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dari kebutuhan daerah untuk 
peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah 
(Sari dan Asyik, 2017). Salah satu ciri dari Dana Alokasi Umum adalah 
penggunaannya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberi keleuasaan kepada pemerintah daerah untuk 
memprioritaskan kebutuhan akan sarana apa yang paling penting saat ini. 
Penelitian yang dilakukan oleh Yawa dan Runtu (2015), Adyatma dan 
Oktaviani (2015), Widiasih dan Gayatri (2017), menunjukkan bahwa Dana 
Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini karena Dana Alokasi 
Umum sangat diharapkan oleh daerah yang memiliki kekurangan anggaran 
pembiayaan di daerahnya karena pengelolaan Dana Alokasi Umum bersifat 
mutlak oleh pemerintah daerah sehingga dapat dialokasikan untuk kegiatan 
apapun sesuai keinginan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka, 
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H1: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal. 
2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal 
Dana Alokasi khusus adalah dana perimbangan yang berasal dari APBN 
digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan 
daerah yang sesuai dengan prioritas nasional (PP No. 55 Tahun 2005). Dana 
Alokasi Khusus yang diberikan kepada daerah tertentu guna membiayai kegiatan 
yang bersifat melayani publik dapat meningkatkan investasi infratruktur. 
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Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, 
pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik 
dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk 
kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang 
direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011).Pemanfaatan DAK dharapkan 
mampu membantu pemerintah daerah dalam melaksakan program pembangunan 
yang sesuai dengan kebutuhan nasional. 
Berdasarkan penelitian Wandira (2013), Martini, dkk (2014),  Al Azhar 
dan Sarif (2017), menunjukkan adanya pengaruh positif antara Dana Alokasi 
Khusus terhadap belanja modal. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan 
kepada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan juga dibutuhkan 
oleh daerah tersebut seperti fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Berdasarkan 
uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal. 
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 
Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari 
wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang digunakan untuk membantu mendanai di daerah tersebut dan 
penggunaannya ditentukan sendiri oleh daerah itu. Darise (2009: 48), menyatakan 
bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada giliranya mampu meningkatkan 
tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari 
adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan meningkatkan investasi 
modal yang digunakan untuk pembangaun sarana publik diharapkan mampu 
memberikan kontribusi untuk meningkatkan sumber pemasukan daerah 
diantaranya adalah pajak dan retribusi. 
Purpitasari dan Kurnia (2015), Susanti dan Fahlevi (2016), Sari dan Asyik 
(2017), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap 
belanja modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan perolehan dari sumber-sumber 
kekayaan daerah yang dikelola oleh daerah dan merupakan salah satu indikator 
keberhasilan daerah dalam melaksanakan kemandirian daerah. 
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal juga dipengaruhi 
oleh Pendapatan Asli Daerah, sehingga jika PAD meningkat maka belanja modal 
juga akan meningkat. Bedasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut :  
H3: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal. 
3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Modal 
Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan 
Produk Domestik Bruto Perkapita (PDB/PDRB) (Nurzen dan Riharjo, 2016). 
PDRB merupakan jumlah keseluruhan baik barang maupun jasa yang dihasilkan 
oleh masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan dihitung menggunakan harga 
konstan untuk PDRB 
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Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan 
infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan 
ekonomi masyarakat (Adyatma dan Oktaviani 2015). Tanggung jawab agen 
(pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan 
publik (public service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja 
modal (Adyatma dan Oktaviani, 2015). 
Peningkatan PDRB perlu ditunjang dengan aset berupa infrastruktur yang 
memadai, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur memerlukan alokasi 
belanja modal yang besar, dengan demikian pembelanjaan modal yang besar dapat 
segera memenuhi kebutuhan akan sarana publik yang memadai yang dapat 
meningkatkan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu daerah sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Dalam penelitian Nurlis (2016) dan Suprayitno (2015) menunjukkan 
bahwa produk Domestik regional Bruto berpengaruh terhadap belanja modal di 
daerah, salah satunya untuk membangun sarana-prasaranan umum sebagai 
penunjang kegiatan perekonomian. Berdasarkan  uraian di atas maka  dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H4: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap belanja 
modal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
3.1.1. Waktu Penelitian 
Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan mulai dari penyusunan 
penelitian sampai terlaksananya laporan penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian 
direncanakan mulai dari Bulan Desember 2017 sampai Oktober 2018. 
3.1.2. Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian ini adalah pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa 
Tengah dengan kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2017. 
3.2. Jenis Penelitian 
Sesuai dengan masalah yang diteliti maka penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan 
pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis 
keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008: 149). 
3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1  Populasi 
Menurut Sugiyono (2014: 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang terdiri 35 
pemerintah daerah Jawa Tengah kurun waktu 2015-2017. 
1 
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3.3.2 Sampel 
Menurut Sugiyono (2014), sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini 
adalah seluruh pemerintahan Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah 
dalam kurun waktu  2015-2017 yang berjumlah 80 data. Sampel dalam penelitian 
ini adalah sampel jenuh. Menurut (Sugiyono, 2011), sampling jenuh adalah teknik 
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
sampel purposive sampling. Menurut Sugioyono (2015: 84), pengertian purposive 
sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penulis 
memilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel dengan 
alasan tidak semua sampel memiliki kriteria yang diharapkan penulis.  
Dalam penelitian ini penulis memiliki kriteria dalam pengambilan sampel 
sebagai berikut: 
1. Pemerintah kabupaten dan kota yang mempublikasikan data laporan keuangan 
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan belanja 
modal di www.dpjk.depkue.go.id. 
2. Data laporan keuangan yang dipublikasikan harus komplit selama periode 
2015-2017. 
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3.4. Data dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder. 
Menurut Sugiyono (2015), data sekunder adalah data yang tidak langsung 
memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain 
atau mencari melalui dokumen. Data sekunder diperoleh melalui catatan data yang 
telah dipublikasikan. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi 
perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet 
dan seterusnya (Sekaran, 2011). 
Data penelitian ini berupa laporan realisasi APBD pemerintah 
Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017, berupan Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang diperoleh dari www.dpjk-
depkeu.go.id dan www.bps.go.id. 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggudakan teknik dokumentasi. 
Menurut Hamidi (2004: 72), metode dokumentasi adalah informasi yang berasal 
dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. 
Dokumentasi data yang diberoleh untuk penelitian ini berasal dari data realisasi 
Anggaran Belanja Daerah periode 2015-2016 yang diambil dari website resmi dan 
BPS. 
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3.6. Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen 
dan independen. 
3.6.1. Variabel Terikat atau Dependent Variables (Y) 
Menurut Sugiyono (2015: 64), variabel terikat adalah variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal. 
3.6.2. Variabel Bebas atau Independent Variables (X) 
Menurut Sugiyono (2015: 64), variabel bebas merupakan variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 
dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  
3.7. Definisi Operasional Variabel  
Definisi masing–masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
3.7.1 Belanja Modal 
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk menambah 
inventaris aset yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rumus 
untuk belanja modal (Gani dan Kristanto, 2013) sebagai berikut : 
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Belanja modal = Belanja tanah + Belanja peralatan dan mesin + Belanja  
gedung dan bangunan + Belanja barang, irigasi dan jaringan + Belanja asset tetap 
dan lainnya. 
3.7.2 Dana Alokasi Umum 
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana 
yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum pada penelitian ini 
diperoleh dari Realisasi Anggara Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi 
Jawa Tengah periode 2015-2016. 
Rumus penghitungan Dana Alokasi Umum dalam UU No. 33 Tahun 2004 
sebagai berikut: 
DAU= Celah Fiskal + Alokasi Dasar 
Dana Alokasi Umum yang dialokasikan untuk daerah diperoleh dari celah 
fiskal yang dihitung dari selisih antara kebutuhan fiscal dengan dengan kapasitas 
fiskal dengan dana alokasi dasar yang berupa jumlah gaji pegawai negeri sipil. 
Celah fiskal = Kebutuhan fiskal – Kapasitas fiskal 
Kebutuhan fiskal yaitu untuk mengukur kebutuhan pendanaan daerah 
untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum (Chodariyanti, 2015). 
Komponen variabel kebutuhan fiskal yang digunakan untuk pendekatan 
perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, indeks 
pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. 
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Kapasitas fiskal untuk mengetahui kemampuan daerah dalam 
menghasilkan PAD dan dana bagi hasil yang diserahkan kepada pemerintah 
daerah guna membiayai pendanaan daerah (Choiriyanti, 2015). Komponen 
variabel kapasitas fiskal  yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal 
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). 
3.7.3 Dana Alokasi Khusus 
Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dana 
Alokasi Khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 
nasional. Dana Alokasi khusus daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 
mendanai kegiatan khusus yang dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 
Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi 
Jawa Tengah periode 2015-2016. 
3.7.4 Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Mardiasmo (2002: 132), dalam Adyatama dan Oktaviani (2015) 
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil perusahaan milik negara, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli 
Daerah dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2016. 
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Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, rumus penghitungan PAD adalah = 
Pendapatan Asli Daerah = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah. 
 
3.7.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Produk Domestik Regional Bruto yang berarti perluasan ekonomi, salah 
satunya dengan cara meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan 
membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010: 28). Produk Domestik Regional 
Bruto menurut Sirojuzilam dalam Asmaul, dkk (2013) dinyatakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi adalah suatu daerah bisa dilihat dari nilai PDRB. 
Rumus penghitungan PDRB dinyatakan sebagai berikut (Nurdiwaty, dkk, 
2017): 
                Yrt –Yrt-1   
Gt=                             X   100% 
Yrt-1 
 
Yrt   = merupakan pendapatan riil pada tahun t 
Yrt-1 = merupakan pendapatan riil tahuan t-1 
 
 
3.8. Teknik Analisis Data 
3.8.1. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2016: 154), uji normalitas dilakukan untuk menguji 
apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau 
keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Alat uji normalitas yang 
digunakan dalam peneli ini adalah kolmogorov-smirnov, jika signifikan di bawah 
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0.05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikasi di atas 0.05 
maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016: 103). Untuk 
mengetahui terjadi multikolinieritas atau tidaknya dengan melihat nilai tolerance 
value dan Variance Inflation Faktor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas 
variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 
lainnya, dengan kata lain setiap variabel independen di ubah menjadi dependen 
dan di regres terhadap variabel independen lainya. 
Menurut Ghozali (2013: 106), variabilitas variabel bebas yang terpilih 
yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diukur oleh nilai cut off 
multikolinieritas sebesar VIF ≥ 10 dengan ketentuan, Jika VIF ≥ 10, maka terjadi 
multikolinieritas, Jika VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat ada tidaknya 
penyimpangan heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 
residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Menurut Ghozali (2012: 
139), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat Uji Glejser, Uji glejser 
dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen 
(Ghozali, 2016: 137). Jika nilai probabilitas signifikansi dari variabel independen 
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di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak 
mengandung adanya heteroskedastisitas. 
4. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016: 108), masalah 
autokorelasi muncul setelah terjadi korelasi anatara kesalahan penggangu 
sekarang dengan tahun atau periode sebelumnya. 
Pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin Waston dengan kriteria hasil: 
Tabel 3.1 
Kriteria Uji Durbin Watson (DW) 
 
Hipotesis nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 
Tidak ada autokorelasi positif No decision dl  ≤ d ≤ du 
Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 
Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du  ≤ d ≤4 dl 
Tidak ada autokorelasi, positif 
atau negatif 
Tidak ditolak du < d < - du 
 
 
3.8.2. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 
bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011: 98). Uji F hanya 
digunakan untuk melihat apakah variabel-variabel independen memiliki pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk kriteria pengujian 
sebagai berikut: 
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a. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak yang berarti masing-masing variabel 
independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 
b. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima yang berarti masing-masing 
variable independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Menurut Ghozali (2016), uji koefisien determinasi bertujuan untuk 
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 
Semakin nilai R2 mendekati satu maka variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel dependen (Ghozali, 2016: 95). Nilai determinasi yang mendekati nilai nol 
variabel-variabel independen saangant terbatas dalam memberikan informasi 
tentang variabel dependen. 
 
3.8.3. Analisis Regresi Berganda 
Menurut Ghozali (2013: 96), analasis regresis digunakan untuk mengukur 
kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah 
hubungan antara variabel dependen dengan independen. Analisis regresi berganda 
metode yang digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel independen 
terhadap variabel dependen secara individu, apakah memberikan memberi 
pengaruh positif ataupun negatif. 
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Rumus untuk analasis regresi berganda sebagai berikut : 
 
Keterangan : 
Y    = Variabel Dependen 
a    = Konstanta 
b1,b2, b3, b4  = Parameter Koefisien regresi 
X1    = Pendapatan Asli Daerah 
X2    = Dana Alokasi Umum 
X3    = Dana Alokasi Khusus 
X4    = Produk Domestik Regional Bruto 
e      = Unsur pengganggu atau eror 
 
3.8.4. Uji Hipotesis 
Menurut Ghozali (2013: 98), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 
seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 
menerangkan variabel dependen. Dengan kata lain uji t digunakan untuk melihat 
pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 
Kriteria dari penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut: 
1. Berdasarkan nilai t hitung dan tabel 
a. Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 
terikat. 
b. Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 
variabel terikat. 
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2. Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS 
a. Jika nilai sig. < 0.05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terikat. 
b. Jika nilai sig. > 0.05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota yang 
ada di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah 
berjumlah 35 Pemerintah Kabupaten dan Kota. Pemerintah Daerah di Provinsi 
Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota, letak Provinsi Jawa Tengah 
berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan 3 provinsi, 
yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut 
nama-nama Pemerintah Daerah yang menjadi objek penelitian:                                                                           
1. Kab. Banjarnegara 13. Kab. Kendal  25. Kab. Sukoharjo 
2. Kab. Banyumas  14. Kab. Klaten  26. Kab. Tegal 
3. Kab. Batang  15. Kab. Kudus  27. Kab. Temanggung 
4. Kab. Blora  16. Kab. Magelang  28. Kab. Wonogiri 
5. Kab. Boyolali  17. Kab. Pati   29. Kab. Wonosobo 
6. Kab Brebes  18. Kab. Pekalongan  30. Kota Magelang 
7. Kab. Cilacap  19. Kab. Pemalang  31. Kota Pekalongan 
8. Kab. Demak  20. Kab. Purbalingga  32. Kota Salatiga 
9. Kab. Grobogan  21. Kab. Purworejo  33. Kota Semarang 
10. Kab. Jepara  22. Kab. Rembang  34. Kota Surakarta 
11. Kab. Karanganyar 23. Kab. Semarang  35. Kota Tegal 
12. Kab. Kebumen  24. Kab. Sragen 
67 
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Dari ke 35 objek tersebut peneliti hanya mengambil 11 Pemerintah 
Kabupaten dan Kota, hal ini di karenakan dengan pertimbangan beberapa 
Pemerintah daerah masih belum mempublikasikan jumlah penerimaan Dana 
Alokasi Umum dan beberapa variabel independen lainnya. 
Sehingga jumlah keseluruhan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 33 diambil dari 11 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memiliki 
laporan lengkap tentang DAU, DAK, PAD dan belanja modal yang terdapat di 
dpjk selama 3 Tahun. Berikut pemerintah kabupaten dan Kota yang 
mempublikasikan data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan 
Asli Daerah dan Belanja Modal secara lengkap: 
Tabel 4.1 
Daftar Pemerintah Daerah yang menjadi sampel penelitian 
 
NO Nama Pemda 
1 Ka. Banyumas 
2 Kab. Batang 
3 Kab. Blora 
4 Kab. Boyolali 
5 Kab. Brebes 
6 Kab. Cilacap 
7 Kab. Deamak 
8 Kab. Kebumen 
9 Kab. Kendal 
10 Kab. Klaten 
11 Kab. Kudus                                                                                                                   
Sumber: data diolah 2018. 
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4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Uji Asumsi Klasik 
 Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis 
penelitian maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh 
data yang terbaik. Sebelum  melakukan  uji  linier  berganda,  metode  
mensyaratkan  untuk melakukan  uji  asumsi  klasik  guna  mendapatkan  hasil  
yang  terbaik  (Ghozali,  2011: 105). 
1. Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2016: 154), uji normalitas dilakukan untuk menguji 
apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau 
keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam 
penelitian ini menggunakan Uji Statistic Non-Parametik Kolmogorov-Smirnov 
(K-S). Data dinyatakan berdistribusi normal adalah jika signifikasinya lebih besar 
dari 0,05 (Irianto, 2007: 2772). Hasil uji normalitas sebagai berikut:  
Tabel 4.2 
Hasil Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 33 
Normal Parameters
a,b
 Mean -.0000236 
Std. Deviation 114877570073.92824000 
Most Extreme Differences Absolute .101 
Positive .101 
Negative -.089 
Test Statistic .101 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
Sumber: data diolah, 2018. 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas hasil nilai Asymp. Sig diperoleh nilai sebesar 
0,200 hasil ini bila dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05 maka nilai Asymp. 
Sig lebih besar sehingga dapat disimpulkan data residual penelitian ini 
berdistribusi normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016: 103). Untuk 
mengetahui terjadi multikolinearitas atau tidaknya dengan membandingkan antara 
satu variabel dengan yang lain nya menggunakan tolerance value dan Variance 
Inflation Faktor (VIF). Hasil dari penghitungan data diperoleh nilai tolerance 
value dan Variance Inflation Faktor (VIF) sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolinearitas 
  
Variabel  Tolerance 
Value  
Variance 
Inflation 
Factor (VIF) 
Keterangan  
Dana Alokasi Umum 0,578 1,729 Tidak terjadi gejala 
multikolinearitas 
Dana Alokasi Khusus 0,578 1,730 Tidak terjadi gejala 
multikolinearitas 
Pendapatan Asli Daerah 0,409 2,446 Tidak terjadi gejala 
multikolinearitas 
Produk Domestik 
Regional Bruto 
0,753 1,329 Tidak terjadi gejala 
multikolinearitas 
Sumber: data diolah, 2018 
Tabel 4.3 di atas menunjukkan semua nilai dari tolerance value variabel 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan  Produk 
Domestik Regional Bruto > 0,1 dan semua nilai dari Variance Inflation factor 
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(VIF) < 10, sehingga dapat disimpulkan model regresi ini tidak terjadi gejala 
multikolinearitas yaitu korelasi antar variabel bebas. 
3. Uji Heteroskedastisitas  
Menurut Ghozali (2012: 139), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskesdastisitas dilakukan dengan 
meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen, sehingga diperoleh 
hasil sebagai berikut:  
Tabel 4.4 
Hasil Uji Heteroskidastisitas 
 
Vriabel  Sig Keterangan  
Dana Alokasi Umum 0,729 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Dana Alokasi Khusus 0,209 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Pendapatan Asli Daerah 0,257 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Produk Domestik Regional 
Bruto 
0,547 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Sumber: data diolah, 2018 
Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa semua nilai signifikasi variabel 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Produk 
Domestik Regional Bruto lebih besar dari 0,05 maka semua variabel independen 
tidak terjadi gejala hesteroskedastisitas. 
4. Uji Autokerelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016: 108). Jika terjadi 
korelasi maka muncul problem autokorelasi yang diakibatkan dari panjang nya 
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proses observasi yang berkaitan waktu satu dengan yang lainya. Model regreasi 
yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011: 110). 
Tabel 4.5  
Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 
.715
a
 .511 .442 
122809288183.
35847 
1.672 
a. Predictors: (Constant), PDRB, DAK, DAU, PAD 
b. Dependent Variable: BM 
Sumber: data diolah, 2018. 
 
Berdasarkan hasil pengujian 4.5 di atas hasil dari nilai Durbin-waston 
sebesar 1,672.Sehingga nilai lebih besar dari batas (du) sebesar 1.651 dan kurang 
dari 4- 1,651 (4-du), maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi baik positif 
maupun negatif. 
4.2.2. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 
bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011: 98). Hasil uji F dapat 
dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji F 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 442144187086756700000000.
000 
4 
11053604677168918
0000000.000 
7.329 .000
b
 
Residual 422299395394889360000000.
000 
28 
15082121264103191
000000.000 
  
Total 864443582481646000000000.
000 
32    
a. Dependent Variable: BM 
b. Predictors: (Constant), PDRB, DAK, DAU, PAD 
Sumber: data diolah, 2018. 
 
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hasil uji F dapat dilihat dari nilai Fhitung pada 
tabel ANOVA diperoleh nilai Fhitung sebesar 7,329 dan sig. 0,000. Hasil ini lebih 
besar jika di bandingkan dengan Ftabel (pada df 4; 28 diperoleh nilai Ftabel = 2.71). 
Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel 
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-
sama dan simultan terhadap nilai belanja modal pada pemerintah daerah di 
Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017. Hal ini berarti bahwa model regresi 
dalam penelitian ini sudah layak/fit/tepat. 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji F (2) 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 403319779036699400000000.
000 
2 
20165988951834970000
0000.000 
13.120 .000
b
 
Residual 461123803444946640000000.
000 
30 
15370793448164888000
000.000 
  
Total 864443582481646000000000.
000 
32    
a. Dependent Variable: BM 
b. Predictors: (Constant), PDRB, DAK 
Sumber: data diolah, 2018. 
 
Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hasil uji F dapat dilihat dari nilai Fhitung pada 
tabel ANOVA diperoleh nilai Fhitung sebesar 13.120 dan sig. 0,000. Hasil ini lebih 
besar jika di bandingkan dengan Ftabel (pada df 2; 30 diperoleh nilai Ftabel = 3.32). 
Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel 
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
secara bersama-sama dan simultan terhadap nilai belanja modal pada Pemerintah 
Daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017. 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji Koefisisen Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar 
presentase variasi variabel bebas (independen) pada model regresi linier berganda 
dalam menjelaskan variasi variabel terkait (dependen) (Priyanto, 2008). Hasil 
koefisien determinasi (R2) adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.8 
Hasil Koefisien Determinasi (R2) 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .715
a
 .511 .442 122809288183.35847 
a. Predictors: (Constant), PDRB, DAK, DAU, PAD 
b. Dependent Variable: BM 
Sumber: data diolah, 2018. 
 
Hasil perhitungan pada tabel 4.8 untuk nilai Ajusted R Aquare (R2) 
diperoleh angka koefisien determinasi R2 = 0,442 atau 44,2%. Hal ini berarti 
kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam menjelaskan variabel dependen yakni 
belanja modal pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-
2017 sebesar 44.2% sisanya 55.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. 
Tabel 4.9 
Hasil Koefisien Determinasi (R2) 2 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .683
a
 .467 .431 123979004061.83656 
a. Predictors: (Constant), PDRB, DAK 
b. Dependent Variable: BM 
Sumber: data diolah, 2018. 
 
Hasil perhitungan pada tabel 4.9 untuk nilai Ajusted R Aquare (R2) 
diperoleh angka koefisien determinasi R2 = 0,431 atau 43,1%. Hal ini berarti 
kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus 
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(DAK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam menjelaskan 
variable dependen yakni belanja modal pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa 
Tengah periode 2015-2017 sebesar 43,1% sisanya 56,9% dipengaruhi oleh 
variabel lain. 
4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda 
Menurut Ghozali (2013: 96), analisis regresi digunakan untuk mengukur 
kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah 
hubungan antara variabel dependen dengan independen. 
Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh dari 
variabel Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (X3) terhadap belanja modal 
pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017 secara 
bersama-sama. Hasil dari analisi regresi linear berganda sebagai berikut:  
Tabel 4.10 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 12066491940
2.392 
1093291983
79.555 
 1.104 .279 
DAU .166 .129 .224 1.288 .208 
DAK .562 .211 .463 2.664 .013 
PAD -.367 .262 -.289 -1.401 .172 
PDRB 31.143 8.969 .529 3.472 .002 
a. Dependent Variable: BM 
  Sumber: data diolah, 2018. 
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Berdasarkan tabel 4.10 di atas, maka persamaan regresi linear berganda 
dapat disusun sebagai berikut: 
Y= 120664919402,392  + 0,166X1 + 0, 562X2 – 0,367X3 + 31,143X4 
Berdasarkan persamaan regresi linear berganda dapat dapat di 
interpretasikan sebagai berikut:  
1. Konstanta bernilai positif sebesar 120.664.919.402,392 menyatakan apabila 
variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto jika 
dianggap konstan (0), maka rata-rata belanja modal di setiap pemerintah 
daerah di Jawa Tengah periode 2015-2017 sebesar 120.664.919.402,392. 
2. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,166 bernilai positif, hal ini 
menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel Dana Alokasi Umum sebesar 
1% akan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah di Jawa Tengah 
periode 2015-2017 sebesar 0,166, dengan catatan semua variabel independen 
yang lain dinggap konstan atau sama. 
3. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,562 bernilai positif, hal ini 
menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 
1% akan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah di Jawa Tengah 
periode 2015-2017 sebesar 0,562, dengan catatan semua variabel independen 
yang lain dianggap konstan atau sama. 
4. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar -0,367 bernilai negatif, hal 
ini menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel Pendapatan Asli Daerah 
sebesar 1%  akan menurunkan belanja modal pemerintah daerah di Jawa 
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Tengah periode 2015-2017 sebesar -0,367, dengan catatan semua variabel 
independen yang lain dianggap konstan atau sama. 
5. Koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto sebesar 31,143 bernilai 
positif, hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan Produk Domestik 
Regional Bruto sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal pemerintah 
daerah di Jawa Tengah periode 2015-2017 sebesar 31,143, dengan catatan 
semua variabel independen yang lain dianggap konstan atau sama. 
Tabel 4.11 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 2 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 211455650903
.168 
50400841805.7
06 
 4.195 .000 
DAK .510 .166 .420 3.073 .004 
PDRB 26.827 8.047 .455 3.334 .002 
a. Dependent Variable: BM 
Sumber: data diolah, 2018. 
 
Berdasarkan tabel 4.11 di atas maka persamaan regeresi linear berganda 
dapat disusun sebagai berikut: 
Y= 211455650903,168  + 0,510X1 + 26,827X2 
Berdasarkan persamaan regresi linear berganda dapat dapat di 
interpretasikan sebagai berikut:  
1. Konstanta bernilai positif sebesar 211455650903,168 menyatakan apabila 
variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus dan Produk 
Domestik Regional Bruto jika dianggap konstan (0), maka rata-rata belanja 
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modal pemerintah daerah di Jawa Tengah periode 2015-2017 sebesar 
211455650903,168. 
2. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,510 bernilai positif, hal ini 
menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 
1% akan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah di Jawa Tengah 
periode 2015-2017 sebesar 0,510, dengan catatan semua variabel independen 
yang lain dianggap konstan atau sama. 
3. Koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto sebesar 26,827 bernilai 
positif, hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan Produk Domestik 
Regional Bruto sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal pemerintah 
daerah di Jawa Tengah periode 2015-2017 sebesar 26,827, dengan catatan 
semua variabel independen yang lain dianggap konstan atau sama. 
4.2.4. Uji Hipotesis 
Menurut Ghozali (2013: 98), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 
seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 
menerangkan variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.12 
Hasil Uji t 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 12066491940
2.392 
1093291983
79.555 
 1.104 .279 
DAU .166 .129 .224 1.288 .208 
DAK .562 .211 .463 2.664 .013 
PAD -.367 .262 -.289 -1.401 .172 
PDRB 31.143 8.969 .529 3.472 .002 
a. Dependent Variable: BM 
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Sumber: data diolah, 2018. 
 
1. Variabel Dana Alokasi Umum diperoleh nilai thitung= 1,288 dan probabilitas 
sebesar 0,208, jika di bandingkan dengan ttabel (2,048) maka thitung< ttabel  dan ρ 
> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 ditolak, artinya variabel Dana Alokasi 
Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jawa 
Tengah periode 2015-2017. 
2. Variabel Dana Alokasi Khusus diperoleh nilai thitung= 2,664 dan probabilitas 
sebesar 0,013, jika di bandingkan dengan ttabel (2,048) maka thitung > ttabel dan ρ 
< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima, artinya variabel Dana Alokasi 
Khusus berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jawa 
Tengah periode 2015-2017. 
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh thitung= -1,401 dan probabilitas 
sebesar 0,172, jika di bandingkan dengan ttabel (2,048) maka thitung< ttabel dan ρ > 
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 ditolak, artinya variabel Pendapatan Asli 
Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jawa 
Tengah periode 2015-2017. 
4. Variabel Produk Domestik Regional Bruto diperoleh thitung= 3,472 dan 
probabilitas sebesar 0,002, jika dibandingkan dengan ttabel (2,048) maka thitung> 
ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima artinya variabel 
Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh pada belanja modal pemerintah 
daerah di Jawa tengah periode 2015-2017. 
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Tabel 4.13 
Hasil Uji t 2 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 211455650903
.168 
50400841805.7
06 
 4.195 .000 
DAK .510 .166 .420 3.073 .004 
PDRB 26.827 8.047 .455 3.334 .002 
a. Dependent Variable: BM 
Sumber: data diolah, 2018. 
 
1. Variabel Dana Alokasi Khusus diperoleh thitung= 3,073 dan probabilitas sebesar 
0,004, jika di bandingkan dengan ttabel (2,042) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. 
Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima, artinya variabel Dana Alokasi 
Khusus berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jawa 
Tengah periode 2015-2017. 
2. Variabel Produk Domestik Regional Bruto diperoleh thitung= 3,334 dan 
probabilitas sebesar 0,002, jika dibandingkan dengan ttabel (2,042) maka thitung> 
ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4, diterima artinya variabel 
Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh pada belanja modal pemerintah 
daerah di Jawa tengah periode 2015-2017. 
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4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 
Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berperngaruh terhadap belanja modal 
pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017. Hal ini 
dinyatakan dari hasil uji t  Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal 
pemerintah dareah di Provinsi Jawa tengah tahun 2015-2017 dengan nilai 1,288 
dan nilai signifikasinya 0,208 > 0,05. Artinya besar kecilnya Dana Aloksi Umum 
yang diterima tidak akan berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah 
di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017. 
Fenomena yang terjadi alokasi penggunaan Dana Aloksi Umum yang 
terjadi pada pemerintah daerah di Jawa Tengah adalah tidak digunakan 
sebagaimana mestinya seperti untuk gaji pegawai. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan, oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014), yang meneliti 
pemerintah  kabupaten/ kota  di Jawa, yang menyatakan Dana Aloksi Umum 
menjadi tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena ada indikasi bahwa 
Dana Aloksi Umum lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai 
dan belanja rutin. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Raini, dkk (2017) dan Nurlis (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi 
Umum tidak berpengaruh terjadap belanja modal. Akan tetapi, berbeda dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernayani (2017), Al Azhar dan Hermanto 
(2017), yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja 
modal. 
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4.3.2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 
Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah 
daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017, hal ini dinyatakan dari hasil 
uji t Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pemerintah daerah di 
Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017 dengan nilai 2,664 dan signifikasinya 
0,013 < 0,05. Artinya besar kecilnya Dana Alokasi Khusus yang diterima akan 
berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah 
periode 2015-2017. 
Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan 
memiliki tujuan untuk membantu mendanai urusan-urusan daerah yang sesuai 
dengan prioritas nasional (UU N0. 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Khusus juga di 
berikan kepada daerah untuk mempercepat proses pembangunan sesuai yang di 
harapkan oleh Pemerintah Pusat. 
Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal juga karena 
dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana publik yang lebih baik sehingga 
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Novianto dan Hanafiah 
(2015), menyatakan hal tersebut sejalan dengan tujuan pemberian Dana Alokasi 
Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah yaitu dalam rangka mendanai kegiatan 
penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang 
merupakan urusan daerah, terutama infrastruktur. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Wandira (2013), Ndede, dkk (2016), Al Azhar dan Hermanto (2017), Juniawan 
dan Suryantini (2018), yang menaytakan bahwa Dana Alokasi Khusus 
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berpengaruh terhadap belanja modal. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Prastiwi, dkk (2016) dan Febriana dan Praptoyo (2015) yang 
menaytakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja 
modal. 
4.3.3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal 
pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017 hal ini dinyatakan 
dari hasil uji t Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah 
daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017 dengan nilai -1,401 dan 
signifikasinya 0,172 > 0,05. Artinya besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang 
diterimah tidak akan berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di 
Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017. 
Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal bisa 
disebabkan karena kecilnya penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari 
Pendapatan Asli Daerah hal ini disebabkan kurang terkelolanya sumber-sumber 
penerimaan daerah atau pemerintah daerah masih belum mampu untuk 
menggalinya. 
Fenomena yang terjadi di pemerintah daerah di Jawa Tengah adalah 
Pendapatan Asli Daerah yang diperolah kurang maksimal disebabkan karena 
pemerintah daerah terkait kurang maksimal dalam pengelolaannya, dan yang 
kedua Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal 
disebabkan banyak alokasi Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk alokasi gaji 
pegawai dan kebutuhan lainya yang tidak terkait dengan belanja modal. 
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Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah rendah kemungkinan dikarenakan 
kurangnya penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), 
seharusnya setiap daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui upaya 
ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya 
ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar 
dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (Wandira, 2013). 
Sedangkan untuk daerah yang sudah mampu mengelola dengan baik 
sumber-sumber penerimaan yang ada beberapa diantara tidak memilih untuk 
meningkatkan belanja modal tetapi mengalokasikannya untuk gaji pegawai 
ataupun kebutuhan yang lain hal ini seperti hasil penelitian yang di lakukan oleh 
Adyatma dan Oktaviani (2015), yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan 
dapat disebabkan karena adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak 
diikuti dengan peningkatan belanja modal. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Wandira (2013), Adyatma dan Oktaviani (2015), yang menyatakan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Akan 
tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurzen dan Riharjo 
(2016), Paramartha dan  Budiasih (2016), Nurdiwaty, dkk (2017), serta Al Azhar 
dan Hermanto (2017), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh terhadap belanja modal. 
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4.3.4. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H4) 
Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap belanja modal 
pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017, hal ini dinyatakan 
dari hasil uji t Produk Domestik Regional Bruto terhadap belanja modal 
pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017 dengan nilai 3,472 
dan signifikasi 0,002 < 0,05. Artinya besar kecilnya Produk Domestik Regional 
Bruto yang diterima akan berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah 
di provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017. 
 Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap belanja modal 
pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017, hal ini karena 
pertumbuhan ekonomi harus ditunjang dengan sarana infrastruktur yang memadai 
sehingga dapat meningkatkan produktifitas maupuan pendistribusian barang dan 
jasa. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan 
infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan 
ekonomi masyarakat (Adyatma dan Oktaviani 2015). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Sari, dkk (2014), Suprayitno (2015) dan Nurlis (2016), yang menyatakan bahwa 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap belanja modal. 
Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Windari (2017) 
dan Safitri (2017) yang menyatakan Produk Domestik Regional Bruto tidak 
berpengaruh terhadap belanja modal. 
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BAB V 
 PENUTUP  
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap belanja modal pemerintah daerah di 
Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah 
daerah di Jawa Tengah periode 2015-2017. 
2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah 
di Jawa Tengah periode 2015-2017. 
3. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah 
daerah di Jawa Tengah periode 2015-2017. 
4. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh pada belanja modal pemerintah 
daerah di Jawa tengah periode 2015-2017. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan hanya sebanyak 33 laporan 
Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Jawa 
Tengah. 
2. Pada penelitian ini periode waktunya relatif singkat yakni tahun 2015-2017. 
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3. Penambahan periode waktu penelitian dimungkinkan untuk memberikan hasil 
yang lebih baik. 
5.3. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang penulis ajukan kepada 
pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Permerintah daerah yang ada di Pronvisi Jawa Tengah harus lebih 
memperhatikan faktor Produk Domestik Regional Brouto yang ada di wilayah 
masing-masing, variabel Produk Domestik Regional Brouto memiliki nilai 
lebih tinggi dibandingkan dengan variabel Dana Alokasi Khusus yang 
berpengaruh terhadap belanja modal. Sehingga kedepannya Produk Domestik 
Regional Bruto di masing-masing wilayah bisa memberikan pengaruh yang 
lebih baik terhadap masyarakat dan pemerintah daerah serta meningkatkan 
anggaran belanja modal terhadap sarana infrastruktur. 
2. Penelitian ini hanya terfokus pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa 
Tengah, peneliti berikutnya dapat melalukan pengembangan dengan objek 
yang kebih luas seperti penambahan Pemerintah Daerah di Provinsi lainnya, 
sehingga dapat memberikan hasil yang lebih konsisten. 
3. Penelitian berikutnya diharapkan bisa menambahkan jumlah sampel, variabel 
maupun periode waktu pengamatan yang akan digunakan sebagai penelitian 
sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.  
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Lampiran 1 Jadwal Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
Bulan April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
x  x                  
        
2 Konsultasi x  x   x x  x   x  x  x x  x x         
3 
Revisi 
Proposal 
                    
        
4 
Pengumpulan 
Data 
                    
x x x      
5 Analisis Data                        x x x   
6 
Penulisan  
Akhir Naskah 
Skripsi 
                    
    x x x  
7 Munaqasah                           x  
8 Revisi Skripsi                            x 
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Lampiran 2 Data Penelitian 
 
N0 Pemerintah 
Daerah 
Tahun DAU DAK PAD PDRB BM 
1 Kab. 
Banyumas 
2015 1,277,833,796,000 87,526,800,000 502,281,349,460 38,798,789,35 362,744,753,623 
2016 1,398,539,653,000 412,853,809,576 541,418,386,912 42,016,940,50 400,832,864,576 
2017 1,373,971,809,000 449,360,479,699 619,631,163,930 45,585,979,73 469,889,337,148 
2 Kab. Batang 2015 706,782,246,000 79,498,400,000 179,721,273,968 15,908,510,08 193,435,878,499 
2016 790,848,003,000 203,972,546,139 209,957,559,449 17,200,827,39 223,872,059,440 
2017 779,010,049,000 72,879,520,811 112,383,412,989 18,699,566,84 151,430,318,120 
3 Kab. Blora 2015 848,823,612,000 98,119,410,000 156,402,924,037 16,368,347,06 326,177,548,362 
2016 943,325,498,000 277,435,119,000 171,277,522,706 19,993,674,30 434,953,823,988 
2017 926,754,302,000 308,447,948,315 280,042,019,102 21,797,101,52 420,864,556,022 
4 Kab. 
Boyolali 
2015 968,089,632,000 88,962,940,000 26,063,363,7928 23,567,823,14 310,175,465,196 
2016 1,032,744,010,000 279,575,054,900 292,310,032,226 25,931,735,07 373,915,606,382 
2017 1,014,602,019,000 294,632,409,920 387,966,331,446 28,500,247,24 420,149,743,344 
5 Kab. Brebes 2015 1,234,338,079,000 118,191,060,000 301,953,709,818 34,444,079,42 469,584,321,351 
2016 1,339,381,605,000 361,801,358,000 339,156,063,168 37,394,540,52 784,627,878,376 
2017 1,317,061,804,000 120,267,394,074 167,922,673,669 40,083,963,30 510,357,349,009 
6 Kab. Cilacap 2015 1,332,536,848,000 173,385,700,000 409,845,660,919 98,876,586,98 582,530,966,205 
2016 1,384,695,514,000 483,813,446,054 428,598,349,897 98,896,291,66 843,986,253,460 
2017 1,360,370,867,000 440,533,135,033 645,815,098,213 648,860,782,909 105,670,492,78 
7 Kab. Demak 2015 833,041,455,000 100,060,600,000 254,324,487,512 19,333,986,41 549,774,746,448 
2016 908,643,744,000 306,941,212,573 287,457,500,571 20,856,882,36 635,402,747,952 
2017 892,681,795,000 293,012,350,756 309,612,407,201 22,592,874,42 457,258,575,949 
8 Kab. 
Kebumen 
2015 1,146,008,708,000 166,313,240,000 245,159,255,421 20,779,286,13 468,153,450,416 
2016 1,256,068,249,000 480,415,539,065 291,016,321,703 22,315,248,93 649,703,102,744 
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2017 1,234,003,169,000 438,407,835,223 443,608,862,461 23,968,322,67 433,698,055,660 
9 Kab. Kendal 2015 884,901,572,000 58,360,304,000 239,564,403,981 30,951,644,16 282,090,070,438 
2016 972,952,576,000 228,131,891,000 265,074,406,548 33,795,540,25 329,821,433,534 
2017 955,860,928,000 249,296,332,799 404,978,613,972 36,441,878,91 321,438,759,709 
10 Kab. Klaten 2015 1,164,196,398,000 77,379,170,000 190,622,670,128 306,072,310,863 28,988,778,55 
2016 1,204,344,586,098 318,994,589,110 224,197,408,481 220,759,237,283 31,557,691,06 
2017 1,271,590,067,902 302,273,202,240 370,822,821,113 34,190,856,31 364,937,481,638 
11 Kab. Kudus 2015 784,919,177,000 61,238,184,000 255,284,092,548 84,126,632,80 451,330,309,179 
2016 822,153,771,000 228,303,262,665 279,239,106,717 89,931,926,90 678,205,766,264 
2017 807,711,173,000 257,168,272,384 366,031,203,778 97,514,787,27 500,780,772,427 
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Lampiran 3  
 
 
 
Uji Normalitas 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 33 
Normal Parameters
a,b
 Mean -.0000236 
Std. Deviation 114877570073.92824000 
Most Extreme Differences Absolute .101 
Positive .101 
Negative -.089 
Test Statistic .101 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 4  
 
 
 
 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 DAU 
.578 1.729 
DAK .578 1.730 
PAD .409 2.446 
PDRB .753 1.329 
a. Dependent Variable: BM 
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Lampiran 5 
 
 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 87014457624.0
76 
69156549920.0
34 
 1.258 .219 
DAU .029 .082 .082 .350 .729 
DAK .172 .134 .302 1.285 .209 
PAD -.192 .166 -.323 -1.158 .257 
PDRB -3.457 5.674 -.125 -.609 .547 
a. Dependent Variable: ABSRES 
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Lampiran 6 
 
Hasil Uji Autoorelasi 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 
.715
a
 .511 .442 
122809288183.
35847 
1.672 
a. Predictors: (Constant), PDRB, DAK, DAU, PAD 
b. Dependent Variable: BM 
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Lampiran 7  
 
Hasil Analisis Regresi Liniear Berganda 1 
 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 
.715
a
 .511 .442 122809288183.35847 1.672 
a. Predictors: (Constant), PDRB, DAK, DAU, PAD 
b. Dependent Variable: BM 
 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 442144187086756700000
000.000 
4 
110536046771689180000000
.000 
7.329 
.000
b
 
Residual 422299395394889360000
000.000 
28 
15082121264103191000000.
000 
  
Total 864443582481646000000
000.000 
32    
a. Dependent Variable: BM 
b. Predictors: (Constant), PDRB, DAK, DAU, PAD 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 120664919402.3
92 
109329198379.
555 
 1.104 .279 
DAU .166 .129 .224 1.288 .208 
DAK .562 .211 .463 2.664 .013 
PAD -.367 .262 -.289 -1.401 .172 
PDRB 31.143 8.969 .529 3.472 .002 
a. Dependent Variable: BM 
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Hasil Analisis Regresi Liniear Berganda 2 
 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .683
a
 .467 .431 123979004061.83656 
a. Predictors: (Constant), PDRB, DAK 
b. Dependent Variable: BM 
Sumber: data diolah, 2018. 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 403319779036699400000000.
000 
2 
20165988951834970000
0000.000 
13.120 .000
b
 
Residual 461123803444946640000000.
000 
30 
15370793448164888000
000.000 
  
Total 864443582481646000000000.
000 
32    
a. Dependent Variable: BM 
b. Predictors: (Constant), PDRB, DAK 
Sumber: data diolah, 2018. 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
211455650903
.168 
50400841805.7
06 
 4.195 .000 
DAK .510 .166 .420 3.073 .004 
PDRB 26.827 8.047 .455 3.334 .002 
a. Dependent Variable: BM 
Sumber: data diolah, 2018. 
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Lampiran 8 Distribusi Nilai ttabel 
d.f t0.10 T0.05 t0.025 t0.01 t0.005  d.f t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005 
1 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66  61 1.296 1.671 2.000 2.390 2.659 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925  62 1.296 1.671 1.999 2.389 2.659 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841  63 1.296 1.670 1.999 2.389 2.658 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604  64 1.296 1.670 1.999 2.388 2.657 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032  65 1.296 1.670 1.998 2.388 2.657 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707  66 1.295 1.670 1.998 2.387 2.656 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499  67 1.295 1.670 1.998 2.387 2.655 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355  68 1.295 1.670 1.997 2.386 2.655 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250  69 1.295 1.669 1.997 2.386 2.654 
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169  70 1.295 1.669 1.997 2.385 2.653 
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106  71 1.295 1.669 1.996 2.385 2.653 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055  72 1.295 1.669 1.996 2.384 2.652 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012  73 1.295 1.669 1.996 2.384 2.651 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977  74 1.295 1.668 1.995 2.383 2.651 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947  75 1.295 1.668 1.995 2.383 2.650 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921  76 1.294 1.668 1.995 2.382 2.649 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898  77 1.294 1.668 1.994 2.382 2.649 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878  78 1.294 1.668 1.994 2.381 2.648 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861  79 1.294 1.668 1.994 2.381 2.647 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845  80 1.294 1.667 1.993 2.380 2.647 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831  81 1.294 1.667 1.993 2.380 2.646 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819  82 1.294 1.667 1.993 2.379 2.645 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807  83 1.294 1.667 1.992 2.379 2.645 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797  84 1.294 1.667 1.992 2.378 2.644 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787  85 1.294 1.666 1.992 2.378 2.643 
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779  86 1.293 1.666 1.991 2.377 2.643 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771  87 1.293 1.666 1.991 2.377 2.642 
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763  88 1.293 1.666 1.991 2.376 2.641 
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756  89 1.293 1.666 1.990 2.376 2.641 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750  90 1.293 1.666 1.990 2.375 2.640 
31 1.309 1.696 2.040 2.453 2.744  91 1.293 1.665 1.990 2.374 2.639 
32 1.309 1.694 2.037 2.449 2.738  92 1.293 1.665 1.989 2.374 2.639 
33 1.308 1.692 2.035 2.445 2.733  93 1.293 1.665 1.989 2.373 2.638 
34 1.307 1.691 2.032 2.441 2.728  94 1.293 1.665 1.989 2.373 2.637 
35 1.306 1.690 2.030 2.438 2.724  95 1.293 1.665 1.988 2.372 2.637 
36 1.306 1.688 2.028 2.434 2.719  96 1.292 1.664 1.988 2.372 2.636 
37 1.305 1.687 2.026 2.431 2.715  97 1.292 1.664 1.988 2.371 2.635 
38 1.304 1.686 2.024 2.429 2.712  98 1.292 1.664 1.987 2.371 2.635 
39 1.304 1.685 2.023 2.426 2.708  99 1.292 1.664 1.987 2.370 2.634 
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704  100 1.292 1.664 1.987 2.370 2.633 
41 1.303 1.683 2.020 2.421 2.701  101 1.292 1.663 1.986 2.369 2.633 
42 1.302 1.682 2.018 2.418 2.698  102 1.292 1.663 1.986 2.369 2.632 
43 1.302 1.681 2.017 2.416 2.695  103 1.292 1.663 1.986 2.368 2.631 
44 1.301 1.680 2.015 2.414 2.692  104 1.292 1.663 1.985 2.368 2.631 
45 1.301 1.679 2.014 2.412 2.690  105 1.292 1.663 1.985 2.367 2.630 
46 1.300 1.679 2.013 2.410 2.687  106 1.291 1.663 1.985 2.367 2.629 
47 1.300 1.678 2.012 2.408 2.685  107 1.291 1.662 1.984 2.366 2.629 
48 1.299 1.677 2.011 2.407 2.682  108 1.291 1.662 1.984 2.366 2.628 
49 1.299 1.677 2.010 2.405 2.680  109 1.291 1.662 1.984 2.365 2.627 
50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678  110 1.291 1.662 1.983 2.365 2.627 
51 1.298 1.675 2.008 2.402 2.676  111 1.291 1.662 1.983 2.364 2.626 
52 1.298 1.675 2.007 2.400 2.674  112 1.291 1.661 1.983 2.364 2.625 
53 1.298 1.674 2.006 2.399 2.672  113 1.291 1.661 1.982 2.363 2.625 
54 1.297 1.674 2.005 2.397 2.670  114 1.291 1.661 1.982 2.363 2.624 
55 1.297 1.673 2.004 2.396 2.668  115 1.291 1.661 1.982 2.362 2.623 
56 1.297 1.673 2.003 2.395 2.667  116 1.290 1.661 1.981 2.362 2.623 
57 1.297 1.672 2.002 2.394 2.665  117 1.290 1.661 1.981 2.361 2.622 
58 1.296 1.672 2.002 2.392 2.663  118 1.290 1.660 1.981 2.361 2.621 
59 1.296 1.671 2.001 2.391 2.662  119 1.290 1.660 1.980 2.360 2.621 
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660  120 1.290 1.660 1.980 2.360 2.620 
Dari "Table of Percentage Points of the t-Distribution." Biometrika, Vol. 32. (1941), p. 300. Reproduced by permission of the 
BiometrikaTrustess 
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Lampiran 9 
 
Distribution Tabel Nilai F0,05 
Degrees of freedom for Nominator 
D
e
g
r
e
e
s
 o
f 
fr
e
e
d
o
m
 f
o
r
 D
e
n
o
m
in
a
to
r
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞ 
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 246 248 249 250 251 252 253 254 
2 18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
3 10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,37 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 4,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71 
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54 
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40 
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30 
13 4,67 3,81 3,41 3,13 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21 
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13 
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 6,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01 
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92 
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88 
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81 
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,78 
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76 
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73 
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62 
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51 
50 4,08 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,95 1,87 1,78 1,74 1,69 1.63 1,56 1,50 1,41 
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39 
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,85 1,80 1,68 1,63 1,57 1,51 1,46 1,40 1,28 
120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,22 
∞ 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00 
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Lampiran 10 
Daftar Riwayat Hidup 
 
Nama Lengkap  : Miftahul Huda 
Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta, 15 Juli 1994 
Agama  : Islam 
Alamat  : Nampan, Rt 01/01, Grogol Sukoharjo 
No. Telepon  : 082144352277 
Riwayat Pendidikan Formal 
No Pendidikan 
1 SDN Madegondo III 
2 MTsN 2 Surakarta 
3 SMA MTA Surakarta 
4 IAIN Surakarta 
 
 
 
 
